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ABSTRAK 

 

Perubahan ketiga UUD 1945 menjadi landasan terbentuknya lembaga 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki empat kewenangan, salah 

satunya yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan 

MK merupakan perwujudan prinsip checks and balances yang menempatkan semua 

lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling kontrol dan imbang 

dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kewenangan MK ini berada pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding). 

Sifat final dan mengikat putusan MK ini  hanya terwujud dengan sempurna jika ditinjau 

dari aspek law in book, sedangkan dalam aspek law in action masih banyak ditemukan 

masalah, yakni banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi non-excuitable dan hanya 

floating execution karena adanya kecenderungan diabaikan dan tidak dipatuhi oleh 

adressat putusan. Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji apa faktor yang 

menyebabkan putusan MK non-excuitable dan bagaimana pandangan siya>sah 
dustu>riyah terhadap putusan MK non-excuitable tersebut. 

Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research). Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan 

data primer dan data sekunder. Sumber data pada penelitian ini diambil dari sumber 

data primer yakni UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sumber data 

sekunder yakni buku-buku literatur terkait ilmu Hukum Tata Negara dan peradilan 

islam, dan terakhir sumber data tersier yakni bahan yang di luar keilmuan hukum. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori siya>sah dustu>riyah untuk 

menganalisis kewenangan MK serta putusan MK non-excuitable. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan putusan 

Mahkamah Konstitusi non-excuitable tidak hanya berasal dari adressat putusan tapi 

juga berasal dari lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehinga perlu adanya. 

Sedangkan dalam pandanga siya>sah dustu>riyah putusan Mahkamah Konstitusi 

harusnya dapat diwujudkan dengan baik oleh lembaga pemerintahan karna tujuan dari 

adanya hukum sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan umat, sehingga jika masih 

banyak putusan Mahkamah Konstitusi non-excuitable maka kemaslahatan umat akan 

sulit untuk dicapai. 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Non-Excuitable, Siya>sah Dustu>riyah. 
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MOTTO 

“We can draw lessons from the past,  

but we cannot live in it” 

-Lyndon B. Johnson- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disepakati tentang 

pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang dalam Pasal 24C ayat (1) ditentukan 

memiliki 4 kewenangan, yaitu: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan lembaga 

Mahkamah Konstitusi ini berada pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final dan mengikat, yakni setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah 

Konstitusi langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum 

untuk merubahnya.  

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ini adalah perwujudan 

prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara 

dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling kontrol dan saling imbang dalam 

praktek penyelenggaraan negara. Menurut Maruarar Siahaan, efektifitas checks and 

balances dapat dilihat dari dilaksanakannya atau tidaknya bunyi putusan Mahkamah 

Konstitusi oleh pembuat undang-undang. Kepatuhan dalam implementasi putusan 

Mahkamah Konstitusi itu dapat pula menjadi ukuran apakah UUD 1945 yang menjadi 



2 
 

 
 

hukum tertinggi dalam negara sungguh-sungguh menjadi hukum yang hidup.1 Menurut 

Sri Soemantri, putusan yang bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak dapat 

dianulir oleh lembaga apa pun. Pengertian yuridis final dan mengikat itu selalu bersatu, 

yaitu final and binding. Dengan demikian, jika bersifat final harus diikuti dengan 

mengikat sehingga sah memiliki kepastian hukum.2 Berdasarkan hal tersebut, oleh 

karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, maka menjadi 

kewajiban seluruh elemen bangsa dan negara untuk melaksanakannya secara 

konsekuen. 

Bersifat finalnya putusan MK dapat ditemukan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Klausul mengikat 

kemudian ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “sifat final dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final 

and binding)”. Ketentuan ini juga dapat ditemui di dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan 

bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final….”. Konsekuensi yuridis dari ketentuan sebagaimana 

dijelaskan tersebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempunyai akibat 

                                                           
1 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konpress, 2010), hlm. 52. 

2 Ni’matul Huda, Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII 
Press, 2018), hlm. 141. 
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hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan baik kasasi maupun 

peninjauan kembali sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang 

terbuka untuk umum.3 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. 

Terlebih lagi, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak 

yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi 

semua pihak (erga omnes).4 

Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi jika ditinjau dari aspek 

law in book, bisa dikatakan memang pilihan yang terbaik. Hamdan Zoelva 

menerangkan alasan dirumuskannya klausul tersebut di dalam konstitusi, karena 

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk melindungi kemurnian dari konstitusi dengan 

tafsir yang lebih mendetail. Tafsir tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai 

landasan dalam penyelesaikan persoalan-persoalan oleh otoritas tertentu yang 

kewenangannya diberikan langsung oleh Konstitusi. Karena itu, maka sudah 

sepatutnya tafsir terhadap konstitusi hanya dilakukan sekali dan berlaku secara 

                                                           
3 Fajar Laksono, dkk, “Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

5/PUU- X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI)”, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 

2013), hlm. 4. 

4 Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi,” 

Jurnal Hukum, Vol. XVI, No. 3, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Juli 2009), 

hlm. 359. 
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mengikat, sehingga putusannya harus diletakkan pada tingkat pertama sekaligus 

terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya untuk membatalkannya.5 

Permasalahan yang kemudian muncul yakni ketika melihat sifat final dan 

mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dari aspek law in action. Masih banyak 

ditemukan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan secara konsekuen 

sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena pada 

kenyataannya, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan 

mengikat tidak dapat diimplementasikan secara konkret (non-excuitable) dan hanya 

mengambang (floating execution) karena adanya kecenderungan diabaikan dan tidak 

dipatuhi oleh addressat putusan.6 Seperti beberapa contoh putusan Mahkamah 

Konstitusi yakni: Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 

tentang pengujian Pasal 50 Ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan 

oleh cabang kekuasaan legislatif salah satu contohnya yaitu Putusan MK Nomor 

92/PUU-X/2012. Ketiga, putusan yang diabaikan oleh cabang kekuasaan eksekutif 

salah satunya yaitu Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang memutuskan Pasal 263 

ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Beberapa contoh 

                                                           
5 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah 

Komprehensif  Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan 

Kehakiman, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan mahkamah Konstitusi, 2010), 

hlm. 484. 

6 Mohammad Agus Maulidi, “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat 

MK Perspektif Negara Hukum”,  Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, No. 4, diterbitkan oleh 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Oktober 2017), hlm. 536. 
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di atas diambil sebagai contoh karena putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa 

putusan Mahkamah Konstitusi ada yang masih mengambang dan bahkan cenderung 

diingkari secara terang-terangan oleh adressat putusan.  

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat tegas pada tataran law in book, 

namun justru tumpul pada tataran law in action. Apabila masalah ini terus dibiarkan, 

perkembangan dan kedudukan MK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia hanya 

akan menjadi formalitas belaka, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK 

akan menurun.7 Hal ini juga mengakibatkan marwah MK akan hilang sebagai lembaga 

penafsir dan pengawal konstitusi. Oleh karena itu, melihat perkembangan dan 

kedudukan MK yang mengalami masalah dalam proses merealisasikan putusannya, 

maka menjadi penting bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji putusan MK yang 

tidak dapat diimplementasikan secara konkret (non-excuitable), dan faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya putusan MK menjadi non-excuitable. 

Penelitian ini, selain mengkaji dari sudut pandang hukum positif, juga 

dilakukan melalui sudut pandang siya>sah dustu>riyah. Perspektif siya>sah dustu>riyah 

dipakai karena putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi melahirkan suatu 

norma baru akibat dibatalkannya norma yang telah diuji. Hal ini sejalan dengan kaidah 

siya>sah dustu>riyah yang merupakan bagian dari fikih siya>sah terkait pembahasan 

masalah perundang-undangan atau pembuatan suatu kebijakan. Adapun dasar-dasar 

                                                           
7 Ibid, hlm. 538. 
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hukum yang dipakai dalam kajian fikih siya>sah adalah al-Qur’an dan hadis yang 

mengandung pembahasan tersebut.8 

Dalam konsep hukum tata negara Islam sendiri, Mahkamah Konstitusi 

menyerupai wilayah al-maza>lim dari segi menjamin hak-hak rakyat yang mungkin 

dapat dilanggar melalui pembuat kebijakan atau undang-undang. Secara terminologi 

wilayah al-maza>lim berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan 

hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam 

wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang 

dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.9 Peradilan ini bertujuan untuk 

mengembalikan hak-hak yang telah diambil oleh para pembuat kebijakan atau 

penguasa, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara warga negara dan para 

pembuat kebijakan atau penguasa. 

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu 

agar dapat komperehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul 

“Tinjauan Siya>sah Dustu>riyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Non-

Excuitable.” 

B. Rumusan Masalah 

                                                           
8 Sayuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1994), hlm. 22. 

9 Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 113. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat menarik 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa faktor yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak 

diimplementasikan secara konkret (non-excuitable)?  

2. Bagaimana pandangan siya>sah dustu>riyah terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi tidak diimplementasikan secara konkret  (non-excuitable)? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menyebabkan putusan 

Mahkamah Konstitusi tidak diimplementasikan secara konkret (non-

excuitable). 

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan siya>sah dustu>riyah 

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak diimplementasikan 

secara konkret (non-excuitable). 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan 

menjadi dua aspek, yaitu: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermamfaat 

bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya, dan lebih 

khususnya untuk pengembangan ilmu hukum terkait Putusan Mahkamah 
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Konstitusi yang bersifat non-excuitable, baik dari sudut pandang hukum 

positif maupun sudut pandang siya>sah dustu>riyah. 

b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai pertimbangan dan acuan dalam 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang non-excuitable. 

D. Telaah Pustaka 

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Tinjauan Siya>sah 

Dustu>riyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non-Excuitable”, 

ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yakni sebagai 

berikut: 

Karya Pertama, jurnal yang ditulis oleh M. Agus Maulidi dengan judul 

“Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”. 

Penelitian ini membahas penyebab putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi 

tidak implementatif dan solusi implementasi putusan final dan mengikat Mahkamah 

Konstitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab putusan Mahkamah 

Konstitusi tidak dilaksanakan secara konsekuen adalah karena tenggang waktu 

pelaksanaan putusan dan anomali ketentuan undang-undang, faktor lain yakni 

kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang luas dan cenderung melampaui batas. Adapaun 

upaya yang dapat dilakukan agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat 

diimplementasikan yakni, memberikan tenggang waktu bagi addressat putusan untuk 

mengimplementasikan putusan MK, serta upaya menormakan prinsip judicial restraint, 
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yaitu pengekangan terhadap hakim konstitusi dengan batas-batas tertentu melalui 

undang-undang, sehingga MK tidak keluar dari batasnya.10 Dalam jurnal ini tidak 

membahas dari perspektif siya>sah dustu>riyah. 

Karya Kedua, laporan penelitian yang ditulis oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum 

Universitas Trisakti yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI dengan Judul 

“Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-

Lembaga Negara”. Penelitian ini membahas tingkat kepatuhan atas pelaksanaan 

putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018 dan 

bentuk-bentuk ketidakpatuhan adressat putusan dalam melaksanakan putusan 

pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa ada tiga tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan PUU MK 

periode 2013-2018 yaitu: dipatuhi seluruhnya; dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. 

Sedangkan bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK bisa dilihat secara 

praktis dan normatif, secara praktis yakni dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan 

negara, kebijakan pemerintah, lembaga dan/atau badan negara serta proses/putusan 

peradilan, sedangkan secara normatif yakni diwujudkan dalam peraturan perundang-

undangan.11 Dalam jurnal ini tidak membahas dari perspektif siya>sah dustu>riyah. 

                                                           
10 M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah 

Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, Vol. XVI, No. 2, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, (Juni 2019), 

hlm. 359-360. 

 
11 Tri Sulistyowati, dkk, “Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh 

Lembaga-Lembaga Negara”, laporan peleitian Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan 
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Karya Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Agus Maulidi dengan judul 

“Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah 

Konstitusi Perspektif Negara Hukum”. Penelitian ini membahas makna dan akibat 

hukum putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi serta alasan putusan 

Mahkamah Konstitusi tidak implematif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa artikulasi 

putusan final berarti tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat ditempuh terhadap 

putusan, sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa putusan tersebut secara langsung 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan memperoleh kekuatan hukum mengikat untuk 

dilaksanakan. Adapun faktor belum diimplementasikannya putusan MK adalah karena 

Mahkamah Konstitusi secara alamiah sebagai negative legislature; tidak adanya 

special enforcement agencies; tidak adanya tenggang waktu implementasi putusan; 

tidak adanya konsekuensi atas pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.12 

Dalam jurnal ini tidak membahas dari perspektif siya>sah dustu>riyah. 

  

                                                           
Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Koonstitusi 2019, hlm. 

115. 

12 Muhammad Agus Maulidi, Problematika Hukum Implementasi, hlm. 554-555. 
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E. Kerangka Teoritis 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Putusan MK mempunyai makna bahwasanya suatu putusan yang dikeluarkan 

oleh MK telah mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas serta tidak ada upaya 

hukum lanjutan sejak putusan tersebut diucapkan. Dan ditegaskan dalam Pasal 24 C 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang MK yang berbunyi:  

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang 

ter-hadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum.”  

Ketentuan dari pasal tersebut harusnya ditindak lanjuti oleh lembaga lainnya 

yang bersangkutan, agar putusan yang telah dikeluarkan oleh MK tidak hanya sekedar 

berupa tataran normatif saja. 

2. Siya>sah Dustu>riyah 

Siya>sah dustu>riyah adalah bagian fikih siya>sah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara 

hukum dalam siya>sah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara 
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serta hak- hak warga negara yang wajib dilindungi.13 Menurut penulis, mendefinisikan 

fikih siya>sah dustu>riyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam suatu negara yang hanya membahas 

tentang pengaturan dan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. 

3. Wila>yah Al-Maza>lim 

Dalam konsep hukum tata negara Islam sendiri, Mahkamah Konstitusi 

menyerupai wila>yah al-maza>lim dari segi menjamin hak-hak rakyat yang mungkin 

dapat dilanggar melalui pembuat kebijakan atau undang-undang. Secara terminologi 

wila>yah al-maza>lim berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan 

hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam 

wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang 

dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.14 Peradilan ini bertujuan untuk 

mengembalikan hak-hak yang telah diambil oleh para pembuat kebijakan atau 

penguasa, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara warga negara dan para 

pembuat kebijakan atau penguasa. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan 

                                                           
13 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177. 

14 Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 113. 
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yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.15 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka 

juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 

timbul di dalam gejala yang bersangkutan.16 

1. Jenis dan sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari 

berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan 

permasalahan yang diteliti.17  

b. Sifat penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum  yuridis normatif. 

Jenis penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

                                                           
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 

2-3. 

16 Ibid., hlm. 43. 

17 Ranny Kautun, Metode Penelitian Untuk Penulis Skripsi dan Tesis, (Bandung: Taruna 

Grafika, 2000), hlm. 38. 
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meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan 

cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.18 Bahan atau data yang akan dikumpulkan 

adalah berupa data putusan dan sumber-sumber lainnya yang dapat diperoleh melalui 

studi kepustakaan ataupun yang berasal dari internet. 

2. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari buku-buku fikih, 

pendapat para ulama, undang-undang, dan pendapat para ahli undang-undang 

tersebut. 

b. Data Sekunder adalah data yang dibuat berdasarkan bahan pustaka.19 Penelitian 

kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum. Pada 

penelitian ini akan digunakan referensi dari buku, jurnal, dan artikel yang akan 

menunjang informasi yang dibutuhkan terkait dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi. 

3. Sumber Data 

Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa sumber hukum atau 

bahan- bahan hukum, yakni diantaranya: 

                                                           
18 Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat, 

(Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 13-14. 

19  Ibid. 
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a. Sumber Data Primer 

1) Undang-Undang Dasar 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD. 

6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). 

7) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012. 

8) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012. 

9) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016. 

b. Sumber Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, 

diantaranya berasal dari buku, jurnal, dan data-data yang diperoleh dari internet yang 

bisa dijadikan referensi penunjang dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber litelatur yang tersedia di 

dalam sumber data primer dan sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku 

atau sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
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5. Metode Analisis Data 

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja 

seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara 

optimal.20 Analisis data yang digunakan oleh peneliti yakni melalui pendekatan 

kualitatif dengan metode induktif dimana putusan MK yang bersifat non-excuitable 

adalah hal yang khusus kemudian ditarik dalam hal yang umum yaitu dalam perspektif 

siya>sah dustu>riyah. Pengertian dari analisis kualitatif sendiri adalah analisis yang 

digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menjelaskan secara deskriptif 

berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian diberi penjelasan penafsiran dan 

ditambahi dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian tersebut.  

G. Sistematika Pembahasan 

Supaya mempermudah proses penyusunan dan pembahasan dalam penelitian 

ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab beserta 

sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah 

yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematis pembahasan yang 

menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan. 

                                                           
20 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Paktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 77. 
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Bab kedua, berisikan uraian mengenai konsep siya>sah dustu>riyah, yang 

meliputi pengertian siya>sah dustu>riyah, objek kajian siya>sah dustu>riyah, ruang lingkup 

siya>sah dustu>riyah, dan macam-macam siya>sah dustu>riyah.  

Bab ketiga, membahas hal-hal yang berkaitan dengan dasar hukum Mahkamah 

Konstitusi, putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi, sifat dari putusan 

Mahkamah Konstitusi, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, kekuatan hukum 

putusan Mahkamah Konstitusi, problematika implementasi yang menyebabkan 

putusan Mahkamah Konstitusi non-excuitable, dan memaparkan data hasil penelitian 

terhadap beberapa contoh putusan MK yang tidak diimplementasikan secara konkret 

(non-excuitable). 

Bab keempat, analisis masalah berdasarkan data hasil penelitian secara yuridis 

menurut pandangan siya>sah dustu>riyah. Di bab ini nantinya akan ada dua jawaban atas 

pertanyaan pada rumusan masalah. Pertama, pertanyaan apa faktor putusan MK yang 

tidak diimplementasikan secara konkret (non-excuitable) yang dianalisis melalui 

beberapa contoh putusan MK. Kedua, bagaimana perpektif siya>sah dustu>riyah 

terhadap putusan MK yang tidak diimplementasikan secara konkret  (non-excuitable). 

Bab kelima, yaitu penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua 

pembahasan, dan saran penulis terkait dengan penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan semua bab yang telah disampaikan oleh penulis 

berdasarkan hasil penelitian, maka bisa ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang memiliki sifat final dan 

mengikat, dimana putusan langsung memiliki kekuatan hukum tetap saat putusan 

dibacakan di sidang pleno terbuka Mahkamah Konstitusi. Sehingga seharusnya 

putusan Mahkamah Konstitusi sudah harus diimplementasikan sejak putusan 

tersebut dibacakan, sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh undang-undang 

maupun oleh UUD 1945. Namun ada kendala dalam melaksanakan ketentuan 

tersebut, yakni adanya putusan Mahkamah Konstitusi non-excuitable. Putusan 

Mahkamah Konstitusi non-excuitable adalah putusan yang tidak 

diimplementasikan secara konkret oleh adressat putusan. Faktor yang 

menyebabkan hal itu dapat terjadi adalah, diantaranya: pertama, faktor politik; 

kedua, faktor komunikasi; ketiga, faktor tafsir putusan Mahkamah Konstitusi; 

keempat, faktor tenggang waktu; kelima, faktor kontinuitas tindakan organ 

undang-undang pasca pembacaan putusan; keenam, faktor tidak adanya 

konsekuensi yuridis terhadap pengabaian keputusan; dan  ketujuh, faktor tidak 

adanya special enforcment agencies. 

2. Ditinjau dari perspektif siya>sah dustu>riyah, Mahkamah Konstitusi setara dengan 

wila>yah al-maz}a>lim yang merupakan lembaga peradilan untuk mengadili 
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kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat dan putusan Mahkamah 

Konstitusi setara dengan siya>sah shar’iyyah yang merupakan kebijakan yang 

ditetapkan oleh penguasa. Hal ini sangat selevan dengan sistem ketatanegaran 

dalam hukum modern yang bersifat bahwasannya tauliyah tertinggi yakni 

wila>yah almaz}a>lim yang putusannya bersifat mengikat dan final bila sudah 

diikrarkan oleh imam atau penguasa. Maka dari itu rakyat harus mematuhi dan 

melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat oleh imam atau penguasa agar 

kemaslahatan umat dapat dicapai. 

B. Saran  

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang putusannya bersifat 

final dan mengikat, sudah seharusnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Konstitusi dipatuhi baik oleh adressat putusan maupun bagi warga 

negara Indonesia. Karena dengan hal tersebut maka marwah Mahkamah 

Konstitusi sebagai the guardian of the constitution akan tetap terjaga, dan 

Mahkamah Konstitusi bisa mendapat kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat 

sebagai pencari keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut penulis menyarankan 

beberapa hal yang dapat dilakukan agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat 

diimplementasikan dengan konkret, yakni: pertama, putusan Mahkamah 

Konstitusi harus disertai judicial order yang diarahkan kepada perorangan atau 

institusi negara; kedua, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi 

memerlukan kolaboratif antar lembaga negara; ketiga, putusan Mahkamah 
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Konstitusi idealnya mempertimbangkan kondisi realitas sosial dan psikologi 

masyarakat; dan keempat, putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada 

penafsiran yang sejalan dengan politik hukum UUD 1945. 

2. Dapat dikatakan bahwa penilitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari 

penulis mengharapkan ada dari lingkungan akademis yang melakukan kajian 

lebih dalam dan konprehensif terhadap penelitian ini. 
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